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ABSTRAKSI 

PENYELESAIAN PERKARA PERDA TA SECARA DAMAI DI PENGADILAN 
NE GERI 

( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan) 

OLEH 
IDA POLA SIHOMBING 

NPM : 06 840 0023 
BIDANG HUKUM PERDATA 

J>alam penyelesaian suatu perkara yang bersifat keperdataan selain dapat_ 
dit~uh jalan penyelesaian hukum melalui Pengadilan juga dapat diambil 

Kebijaksanaan yang timbul diantara para pihak yang berselisih untuk 
menyelesaikannya secara~i.. Penyelesaian suatu perkara perdata secara damai 
( dading) adalah meru akan suatu bentuk: kese akatan yang dilakukan secara sadar 
o e pihak-p1 a yang berselisih da am suatu perkara perdata. 1mana per arnman 
tersebut dapat d1laICUkan di luar pengadilan maupun dlcfalam pengadilan. 

Suatu perdamaian di dalam perkara perdata meskipun tidak timbul dari pihak
pihak yang berselisih adalah merupakan tugas seorang hakim dalam memeriksa":Suatu 
perkara perdata. Tawaran perdamaian dari seorang hakim yang memeriksa perkara 
perdata berlangsung sepanjang pemeriksaan perkara perdata itu, sebelum 
dijatuhkannya putusan. 

Sebagaimana suatu jenis perjanjian maka perjanjian perdamaian juga 
merupak---an-benfuk perwujudan dari sepakatnya para pihak yang berperkara untuk 
menyelesaian persengketaan mereka secara damai. Dimana kesepakatan para pihak 
tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian.- Suatu perjanjian perdamaian yang 
dilakukan di luar atau di dalam pengad1lan tentulah mempunyai perbedaan, dimana 
jika suatu perkara perdata diselesaikan di luar pengadilan maka bagi para pihak yang 
berselisih tersebut masih dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan apabila 
ternyata salah satu pihak tetap mengingkari perjanjian perdamaian yang telah mereka 
sepakati. Berbeda halnya dengan suatu perjanjian perdamaian yang dilakukan di 
depan seorang hakim. Maka kekuatan perjanjian perdamaian yang disepakati para 
pihak tersebut mempunyai suatu kekuatan hukum tetap sebagaimana layaknya perkara 
perdata lainnya. 

Jika perdamaian di persidangan dapat dicapai, maka acara berakhir dan hakim 
membuatkan akta perdamaian antara pihak yang berperkara tersebut, yang memuat isi 
perdamaian, dan hakim memerintahkana pihak-pihak itu supaya menepati isi 
perdamaian itu. Akta perdamai3.1!__ mempunyai kekuatan berlaku dan dijalankan sama 
dengan keputusan hakim (pasal 130 ayat (2) HIR - 154 ayat (2) RBG). 
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KATA PENGANTAR 

Puji S)'llk ur penulis persembal1ka11 kehadirat TuhaJ1 Yang ~y1aha Esa, ~yang 

telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhimya pekerjaan 

penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi penuJis ini berjudul "PENYELESAJAN PEPJl'~P~ PERDA TA 

SECARA DAMAI DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus di Pengadilan 

Negeri Medan)". 

~A-.dapun penulisan sk..ripsi ini dimaksudk~-ri untuk memenuhi persyarata.-ri 

terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan 

Hukum Perdata dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Httkum. 

DalaJn menye]esaikan tulisan i."'1i penulis telah ban)1ak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima

kasih sebesar-besamya kepada para pihak terse but, terutama kepada : 

Bapak Syafan1ddin, SH .~M.Hum, selaku Deka."'1 pada Fakultas Hukum Universitas 

Medan Area. 

Bapak H. Abdul Muis, SH, MS selaku Ketua Jurusa."'1 Hukum Perdata di Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I 

Penulis. 

Bapak Taufik Siregar'.) SH, I\.1.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Penulis. 

Bapak dan lbu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas 

Medan Area. 
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Rekan~rekan se-almamater. 

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada 

terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis 

menyelesaika11 studi di Fakultas Hukum Universitas :t\.1edaI1 1\rea adalah juga 

merupakan kebahagian tersendiri kepada mereka berdua. 

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat 

bagi kita semua. 

·Medan, l\A <>rt>+ ')(\ 1 (\ 
..t. Y.u.,.u _....,._ "'"''-"'V 

Penulis 

IDA POLA SIHOMBLJ\JG 
NPM. 06 840 0023 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka 

manusia senantiasa berhubungan dengan manusia yang lain, secara perorangan 

atau melalui kelompok tertentu. Hubungan-hubungan yang terjadi serta terjalin 

balik, sehingga tidak memungkinkan adanya perselisihan-perselisihan di antara 

mereka. 

Jika timbul perselisihan a.'1tara berbagai pihak, maka secara pasti 

terjadi adalah para pihak tersebut akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan 

berbagai cara. 

Penyelesaian suatu sengketa (perselisihan) yang diajuka.'1 ke depan 

pengadilan tentulah akan membawa suatu konskwensi tindak lanjut suatu perkara 

tersebut akan diperiksa dengan meminta pengorbanan dari pencari keadilan itu 

sendiri baik itu waktu, biaya atau dana dan juga putusan yang dijatuhkan. 

Suatu perkara keperdataan yang diajukan ke depan pengadilan untuk 

diperiksa dan diberikan putusan oleh hakim, maka sebelum atau sedang 

berjalmu1ya perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan maka hakim tetap 

berkewajiban untuk memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang berselisih 

untuk menyelesaikan persengketaan diantara mereka secara damai. 
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Suatu perkara juga sebelum diajukan ke depan pengadilan yang memakan 

waktu dan biaya dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan melakukan 

perdamaian antara para pihak yang berselirih. Pelaksanaan perjanjian di dalam 

maupun di luar pengadilan ini tentulah mempunyai pandangan dan kekekuatan 

hukum yang berbeda, namun demikian tetap saja suatu perdamaian menimbulkan 

rasa hormat antara pihak-pihak yang berselisih bukan rasa permusuhan yang 

dilaJ-1irkar1 dari suatt1 putu.saJ1 keperdataan sebagaimana layakn)1a suatu putt1saJ1 

pengadilan. 

A. Penegasan dan Pengertian Judul 

.. 
Skripsi 1m berjudul "PENYELESAIAN PERKARA PERDAT A 

SECARA DAMAI DI PENGADILAN NEGERI (Studi Kasus di Pepgadilan 

Negeri Medan)". 

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran , terlebih dahulu penulis 

menguraikan penegasan dan pengertian judul di atas. 

Penyelesaian berarti suatu perbuatan yang rngm menyudahkan atau 

menghentikan suatu pekerjaan. 

Perkara, adalah hal, urusan yang harus dikerjakan, pokok sesuatu pembicaraan, 

persoaian. 1 

1 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen, Pustaka Amani, Jakarta, Tanpa 
Tahun, hal. 306. 
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Perdata, adalah sipil , lawan dari pidana.2 

Secara Damai (Dading) adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah 

pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, 

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya 

suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis 

(pasal I 851 KUH Perdata). 

Di Pengadilan Negeri , adalah merupakan suatu tempat untuk mencari keadilan 

dan merupakan salah satu lembaga upaya hukum. 

Studi kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah Iokasi penelitian penulis. 

Dengan hal yang demikian maka penegasan dan pengertian judul dala.'11 

.. 
pembahasan ini dapat diterangkan yaitu perihal bagaimana sebenarnya pelaksanaan 

dari penyelesaian suatu perkara atau sengketa secara damai (<lading) antara para 

pihak yang berselisih di Pengadilan Negeri Medan serta dilakukan berdasarkan 

ketentuan Hukum Acara Per<lata yang berlaku di Indonesia. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Seirama dengan perkembangan era globalisasi perekonomian dunia saat 

m1, telah banyak pihak merasa khawatir tentang penegakan hukum (law 

envorcement) yang menurnt mereka telah jauh tertinggal dibandingka.'1 dengan 

2 J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 
1983, hal. 138. 
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perkembangan ekonomi dan teknologi. Sehingga dikhawatirkan Indonesia tidak 

sanggup mensejajarkan diri dengan bangsa-bangsa atau negara lain yang jadi rnitra 

dagang atau bisnisnya. 

Penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat penting untuk ikut 
mendukung suksesnya pasar bebas kelak. Jika cara penyelesaian seperti yang 
ada sekarang ini di Indonesia yakni lebih menekankan penyelesaian lewat 
pengadilan, dikhawatirkan akan menyurutkan minat mitra dagang untuk 
menanamkan modalnya di Indonesia. Penyelesaian sengketa lewat pengadilan 
dinilai pemilik modal terlalu bertele-tele, memakan waktu dan tidak efisien 
buat mereka. 3 

Sebagaimana kita ketal1ui bah\.•.,'a pen)1elesaiaJ1 sengketa 

berperkara di Pengadilan merupakan jalan yang agak panjang. Apabila semua 

tingkatan peradilan dilalui dan ditambah tingkat upaya peninjauan kembali . 

S"a+" ha1 """g pav+; d;,,i,,m; U LU .1 .1 J U.J..l .:JL.l .IU..ICU. J..l 

oleh pihak-pihak yang berperkara di pengadilan akankah ta menerima dengan 

lapang dada putusan yang diberikan oleh hakim. 

Maka dengan sebab yang demikian diperlukan jalan penyelesaian 

perkara secara damai. Atau dengan lain perkataan menemukan penyelesaian 

perkara secara damai adalah menemukan penyelesaian yang memuaskan semua 

pihak, setidak-tidaknya penyelesaian yang tidak menyebabkan salah satu pihak 

terlalu kehilangan muka. 

Hakim sebagai pemutus perkara, sebaiknya mencari lebih lanjut, sambil 

3Varia Peradilan, Pengembangan Sis/em Penye/esaian Perkara Perdata Secara Damai 
(Dading), Majalah Hukum Tahun XI - No. 121Oktober1995, hal. 134. 
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terus berunding dengan pihak berperkara, menemukan penyelesaian yang 

mencerminkan kesatuan pendapat sejauh mungkin. Maka hakim dalam hal ini 

dapat mencari ilham dari preseden sebagai pedoman untuk membantu menemukan 

kaidah untuk sengketa konkrit, kaidah yang in concerto mengusahakan perdanrnian 

pada taraf setinggi mungkin. 

Dengan demikian maka alasan pemilihan judul ini adalah bagaimna 

sebenarn)1a peran hakim dalam men;.1elesaikan suatt1 perkara secara damai atau 

jika tidak dapat secara damai, ditemukan suatu kepuasaan oleh pihak-pihak yang 

bersengketa karena perkara mereka telah diputus secara adil. 

C. Permasalahan 

Hal yang telah merupakan kebiasaan di dalam menulis skripsi, harus 

ditentukan masalah yang menjadi titik tolak dari pembahasan selanjutnya. 

Adapun yang menjadi permasalaha.'1 dalam pemba.1-iasan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana akibat hukum dengan sepakatnya para pihak yang berperkara untuk 

menyelesaikan perkara perdata secara damai? 

2. Bagaimana kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara ya.'1g dilakukan 

secara damai tersebut ? 

D. Hipotesa 

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka 
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harus dijui kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu 
merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan 
oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. OJ eh sebab itu 
bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan 
itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian - penelitian, 
bahkan mungkin saja yang temyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa 
tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan. 4 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

1 _ i~Jcibat :Y3.t?J.g pasti terhadap suatu perkara perdata )1a.?Jg diselesaikan dengaJ1 cara 

sepakatnya para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara damai 

maka perkara tersebut dihentikan seketika untuk dibawa kemeja hijau. Dan 

.. 
kepada para pihak yang bersengketa lebih dapat berpuas diri karena 

penyelesaian perkara dilakukan dengan suatu sepakat antara para pihak yang 

berperkara. 

2. Kekuatau. hukurn dalam hal penyelesaian perkara secara damai ini mengikat 

kepada kedua belah yang bersengketa untuk mematuhi dan 

melaksanakannya, karena perdamaian yang dibuat terse but 

berdasarkan kesepak.atan pihak yang bersengketa. Kekuatan hukum dari 

perdamaian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana 

layaknya suatu putusan pengadilan. 

4 Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan Olh 
Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3. 
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E. Tujuan Pembahasan 

Diantara tujuan penulis untuk melakukan pene1itian dalam masa]ah sistem 

penyelesaian perkara perdata secara damai (<lading) ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh data secara nyata, baik secara kwalitatif maupun kwantitatif 

untuk dijadikan bahan masukan dan juga dapat dievaluasi guna perbaikan 

dimasa mendatang tentang masalah pelaksanaan penyelesaian perkara perdata 

secara damai. 

2. Melalui tulisan ini penulis bermaksud memberikan gambaran dan penjelasan 

kepada masyarakat terutama para pihak yang terkait langsung dengan 

pelaksanaan penyelesaian perkara perdata secara damai ini serta manfaat yar1g 

diperoleh dari suatu bentuk perjanjian perdamaian tersebut. 

3. Agar skripsi ini nantinya dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater 

penulis sendiri khususnya dan dunia hukum umumnya. 

F. Metode Pengumpu!an Data 

Adapun metode dan alat pengumpulan data yang penulis pergunakan 

dalam penelitian ilmiah untuk skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan). 

Metode ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan tertulis dari para 

sarjana yang diperoleh dari buku-buku berupa bahan-bahan yang bersifat 

teoritis ilmiah di samping analisa terhadap masalah yang dihadapi. 
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2. Field Research (Penelitian Lapangan). 

Dalam melakukan penelitian lapangan ini berguna untuk mendapatkan bukti

bukti aktual yang dihadapi dan dialami dalam memecahkan masaJah yang 

dihadapi, juga interview dengan pihak_:-pihak yang dirasakan penulis dapat 

memberikan masukan terutama di Pengadilan Negeri Medan 

G. Sistematika Penu!isan 

Bab I yang berjudul Pendahuluan adalah sebagai suatu pengantar dari 

pembahasan-pembahasan selanjutnya, hal mana terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, 

yaitu Penegasan dan Pengertian Judul , Alasan Pemilihan Judul, Tujuan 

Pembahasan, Permasalahan, Hipotesa, Metode Pengumpulan dan Analisa Data dan 

Sistematika Penulisan. 

Bab II Dengan judul Pengertian, Subjek, dan Fungsi Perdamaian, adala.11 

merupakan suatu pembahasan dari segi teori yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab 

pembahasan, yaitu : Pengertian Perdamaian, Subjek Perdamaian, serta Fungsi 

Perdamaian. 

Bab III yang berjudul Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian dan Hukum 

Acara Perdata, dimana di dalamnya terdiri dari 3 (tiga) sub bab pembahasan yaitu: 

Syarat-Syarat Perjanjian Perdamaian, Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian di 

Dalam persidangan dan di Luar Persidangan dan Pelaksanaan Putusan Perdamaian. 
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Bab IV yang berjudul Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata 

Secara Damai Menurut Hukum Acara Perdata , dimana di dalam terdiri dari 3 

(tiga) sub bah pembahasan yaitu : Fungsi Hakim Dalam Penyelesaian Perkara 

Perdata Secara Damai, kebatalan dan Pembatalan Perjanjian Perdamaian serta 

Analisa Kasus. 

Bab V yang ber:judul Kesimpu!a.11 dan Saran dimana di dalamnya akan 

diuraikan Kesimpulan dari pembahasan terdahulu serta diberikan Saran-Saran. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ida Pola Sihombing  - Penyelesaian Perkara Perdata Secara Damai di Pengadilan....



10 

BA.B lJ 

PENGERTIAN, SUBJEK DAN FUNGSJ PERDAMAIAN 

A. Pengertian Perjanjian 

Apabila kita rnernbicarakan perjanjian, terlebih dahulu kita ketahui apa 

sebenarnya perjanjian itu dan dirnana dasar hukurnnya. Perjanjian yang penulis 

rnaksudkan adalah perjanjian yang diatur dalarn Buku III KUH Perdata ya..11g 

berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan urnurn dan ketentuan khusus. 

Perkataan perikatan (Verbintenis) rnempunyai arti yang lebih luas dari 
perkataan " perjanjian '\ sebab dalarn Buku III itu ada juga diatur perihal 
perhubungan-perhubungan hukurn yang sama sekali tidak bersurnber pada 
suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang tirnbql dari 
perbuatan yang melanggar hukum (onrechmatigedaat) dan perihal perikatan 
yang tirnbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan 
persetujuan (zaak waarning). Tetapi, sebagian besar dari Buku m ditujukan 
kepada perikatan-perikatan yang tirnbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi 
berisi hukurn perjanjian. 5 

Adapun yang dirnaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata 

itu adalah: 

"Suatu perhubunga..11 hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, 

yang memberikan kepada yang satu untuk rnenuntut barang sesuatu dari yang 

lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan rnernenuhi tuntutan itu"6
. 

Perikatan, yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus 

5 R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. lntermasa, Jakarta, (selanjutnya 
disingkat R. Subekti, I), I 978, hal. I 0 I. 

6 Ibid, hal. I 0 I. 
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persetujuan --persetujuan tertentu yang disebut dengan 

perjanjian bemarna, artinya disebut bemama karena perjanjian tersebut diatur dan 

diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian bemama juga 

terdapat perjanjian yang tidak bemama, yang tidak diatur dalam undang-undang, 

misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya. 

" Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta 

benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak ----- ---------- -----
untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

menunaikan prestasi ". 7 -----------P erikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan dari 

... 
suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa 

ini paling tepat dinamakan " perjanjian yaitu suatu · eristiwa yang berupa suatu 

rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat 
-.--------- r 

populer di kalangan rakyat ". 8 

Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan · 
--~~~~~~~~~~--~~~~----=--

" Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua 

pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan 

sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaanjanji itu ".9 

7 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 6. 
8 R Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 

(selanjutnya disingkat R. Subekti, 11), 1976, hal. 12. 
9 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Penerbil 

Sumur, Bandung, 1985, hal. 7. 
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Menurut pasa! 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan 

baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian . Dengan 

demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang-

undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu 
~ · 

merupakan sumber suatu ikatan. 

Dasar hukum dari persetujuan adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah harl ~h11 
U\.,,I .JUl"\.U 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber 

perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu 

undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-

undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya 

kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan. 

Undang-undang karena perbuatan orang dapat pula di dalam dua 

pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan perbuatan yang 

melawan hukum. Yang diperbolehkan undang - undang misalnya : mengurus 

harta orang lain tanpa sepengetalman orang tersebut, sedangkan perbuatan 

melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain. 

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan undang-undang 

karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam 

perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Dimana seseorang tidak dapat 

dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya 
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oleh undang~undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum secara 

bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan 

memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau 

per.1an.1ian. 

/~ Perihal ~!!1-~!~jian_ ~~~ag~!__~~rmuat _dalam Buku_ III KUH Perdata 
/~ ._______ ·--~ 

/ 
/ yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan belas 

/

1 

bah (bab I sampai dengan bah XVlII). Bab I sampai dengan IV mengatur tentang : 
I 

( I. : Perikatan pada umumnya 

II. : Perikatan yang lahir dari perjanjian 

\ TTT 
..L-1...1.. : Perikatan yang lahir dari undang-unda.rig 

\ 
\ IV. : Mengatur tentang hapusnya perikatan. --- ' ~ Sedangkan Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-

perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu 

terjadi dalam masyarakat, dan lajim disebut perjanjian bemama. 

Kalau kita perhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur 

pada Bab I sampai dengan Bab IV adalah mengatur tentang pokok-pokok 

perikatan, sedang kan bah V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih 

lanjut, kadang-kadang pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian umum dari 

Buku III tersebut pada dasamya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bemmna 

maupun yang tidak bemama. 
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Misalnya : pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat~syarat sahnya ---
perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V 

. / - -------------------------
sampai Bab XVIII. 

Sistim dan azas yang terkandung dalam buku ke Ill, KUH Perdata adalah 
sistirri .. terbuka, dan berbeda dengan sistim ~utup yang terkandung dalam 
Buku ke - II dimana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang 
telah ditentukan oleh Undang-Undang .. Sistim terbuka berarti bahwa para 
pihak dapat menentukan lain pada yang lain telah ditentukan oleh Undang
Undan_g. Jadi dengan kata lain bahwa Buku ke - Ill tersebut mengatur secara 
tersendiri, atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontak dalam membuat 
perjanjian (Beginsel Der Contracts Vrijheid) ". 10 

1\zas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari pasa1 1338 ayat 1 

yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak leluasa IJlltllk 

membuat perjanjian macam apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan 

kesusilaan. Perkataan semua sebagai tertera di dalam pasal 1338 KUH Perdata 

tersebut dapat pula kita anggap sebagai suatu pemyataan-pemyataan lainnya yang 

juga tertuju atau ditujukan kepada masyarakat. 

Selain menganut azas kebebasan berkontrak seperti yang disebut di atas, 

juga pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau 

aanvullende recht yang mengandung arti bahwa pasal-pasal dalam hukum 

perjanjian itu boleh masuk disingkatkan manakala dikehendaki oleh pihak yang 

membuat perjanjian. Mereka pada umumnya diperbolehkan membuat perjanjian 

10 R Subekti, I, Op.Cit, hal. 105. 
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tersendiri atau ketentuan sendiri yang meny1mpang dari pasal-pasal hukum 

perjanjian. "Jadi undang-undang hanyalah baru berarti bagi pihak-pihak yang 

saling mengadakan janji itu sendiri didalam perjanjian yang mereka buat. 

" Maka dia1tikan disini bahwa mereka mengenai soal yang satu ini akan tunduk 

kepada Undang-undang" .11 

Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut diatas nyatalah berlainan 

dengan sistim tertutup, sebagaimana yang dianut dalam Buku ke- Dua KlJH 

Perdata, dimana para pihak tidak menentukan lain, selain yang telah ditentukan 

dalam undang-undang. 

Di samping sistim terbuka dari hukum perjanJrnn, JUga mengandung 

suatu pengertian yang mungkin atau memungkinkan terciptanya pefJaOJian

perjanjian khusus yang telah diatur seperti yang kerap kali ditimbulkan dalam 

praktek sehari-hari ataupun karena kebiasaaJL 

Suatu hal sudah dianggap sah, dalam arti sudah mempunyai akibat hukum 

atau sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok 

dari pada perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu pada umumnya 

adalah konsensuil. Penganggapan perjanjian sebagai demikian itu berkembang dari 

hukum perjanjian dalam KUH Perdata, yang mengandung pengertian bahwa pada 

azasnya perjanjian itu telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau dengan 

i 
1 Ibid, bal. I 05 - I 06. 
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kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai sepakat mengenai hal~hal 

yang pokok tidaklah diperJukan suatu formalitas. 

Sepakat mengenai hal-hal yang pokok misalnya : Antara calon pembeli 

dan calon penjual telah tercapai sepakat mengenai barang~barm1g da.'1 

harganya. " Maka dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua telah 

tercapai sepakat mengenai yang pokok, dan perjanjian jual beli itupun sudahlah 

diiahirkan dengan segala akibat hukurrmya ".12 

Perihal tercantumnya azas konsensualitas dalam hukum per3an3tan 

lazimnya disimpulkan bahwa pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan salah 

satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka ya.'lg mengikatkan 

dirinya. 

Terhadap azas konsensualitas yang dikandung oleh pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada \ 

kekecualiannya, yaitu disana sm1 oleh undang-undang ditetapkan suatu 

formalitas untuk beberapa macam peIJanJian. Misalnya untuk perjanjian 

penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris Perjanjian 

perdamaian harus dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya. 

"Perjanjian-perjanjian untuk itu, ditetapkan suatu formalitas atau bentuk 

cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, yang dinamakan perjanjian formil. 

i l R. Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni , Bandung, (selanjutnya disingkat R Subekti , 
III), 1981 , hal 15. 
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Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan 

oleh Undang-Undang, maka ia batal demi hukum".13 

B. Pengertian Perdamaian 

Apabila kita lihat di dalam kenyataan, maka tidak selamanya apa yang 

diatur dalam teori itu sama dengan di dalam praktek, tetapi adakalanya prakteknya 

berbeda dengan teori yang ada, bahkan tidak jarang juga kita jumpai bahwa 

prakteknya lebih luas dari teori yang ada atau dengan kata lain lebih luas dari 

undang-undang yang ada. 

Kata perdamaan merupakan hal yang sangat dikenal di dalam lembaga 

.. 
peradilan terutama peradilan perkara perdata, maupun di luar persidangan 

(Kehidupan masyarakat sehari-hari). Dalam bahasa sehari-hari perdamaian itu ,------
sering diartikan dengan penyelesaian masalah secara damai atau penyelesaian 

(pencegahan) masalah antara para pihak, tanpa campumya pihak lain. 
------------------------------

Sehubungan dengan pengertian perdamaian ini, maka R. Subekti 

mengatakan bahwa : 

" Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan 

menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara 
----~~.----

yang sedang bergantung atau rnencegah timbulnya suaiu perkara ". 14 

L----

13 Ibid, bal. 25. 
14 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat R. Subekti, IV), 

1989, hal. 177. 
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Dal am 

sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang 

bergantung atau untuk mencegafi timbulnya suatu perkara. Dan perdamaian 

tersebut dilakuka..?) adalah atas kesadaran atau sukarela kedua belah pihak )'ang -
mengadakan perdamaian tersebut. 

Pengertian " perdamaian " tersebut di atas hanya dapat diberlakukan 

perdamaian "tersebut di atas tidak dapat dipergunakan sepenuhnya, karena di 

dalam perkara pidana walaupun dilakukan perdamaian, tidaklah dapat dijadikan 

alasan 1nenghapuskan hukuman nt.-:a11 
ULUU menJ'elesaikai""l perkara atau 

mengenyampingkan perkara walaupun dilakukan perdamaian, tetapi perkaranya 

harus tetap berjalan sampai mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum 

tetap. Perdamaia11 tersebut han)'a dapat dipertim-bairigkan sebagai salah sat11 etikat 

baik dari pelaku atau terdakwa, sehingga hakim akan menjatuhkan hukuman yang 

lebih ringan. 

C. Subjek Perdamaian 

Perdamaian adalah suatu perjanjian bertimbal balik (bilateral). Karena 

perdamaian merupakan perjanjian maka sudah barang tentu mempunyai subjek 

sebagai pelaksana dari perjanjia11 tersebut. Perja..'1jiaI1 timbu! disebabkan oleh 

adanya hubungan hukurn antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya. 
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Penduku..11g hukum perjanjiaJ1 sekur&'1g=kurar1gr1)'3 harJs ada dua orar1g tertentu. 

" Di dalam hukum Perdata pihak-pihak in i disebut satu orang menjadi pihak 

krediur dan yang seorang Jagi sebagai pihak debitur " .15 

1n1 harJs dihubungkan dengan 

pelaksanaan perjanjian perdamaian itu sendiri, yaitu : 
,,------

/ 1. Individu sebagai persoon yang bersangkutan : 
I 

/ a. Natuurlijke persoon atau manusia tertentu, 
I b. Rechts persoon atau badan hukum. 

\

/ 2. Seorang atas kedudukan /keadaan tertentu bertindak atas orang tertentu. 
3. Seorang )'aI1g dapat diga..11ti mengantikan kedudukan debitur semula, baik 

\ atas dasar bentuk perjanjian, maupun izin dan persetujuan kreditur. 16 

~-~ 
keadaan di atas dapatlah di_pahami ba..11\va semua pihak ya.~g 

berperkara dalam bidang keperdataan adalah merupakan subjek dari perd~aian. 

Karena dalam perkara perdata Natuurlijke persoon atau manusia tertentu juga 

termasuk subjek perja..rijian. 

' Menurut pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat 

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji 

meiainkan untuk dirinya sendiri '' .17 

Bunyi pasal 1315 KUH Perdata sering disebut dengan asas kepribadian 

suatu perjanjian. Mengikatkan diri dalam pasal tersebut ditujukan pada memikul 

15 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 15. 
16 Ibid, hal. 16. 
17 R. Subekti, ill, Op.Cit, hal. 29. 
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ditetapkaru1;1a suatt1 janji't dit11jukan pada memperoleh hak=hak atas sesuat1J atau 

dapat menuntut sesuatu. Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang 

dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang 

perjanjian perdamaian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara 

para pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan pei:janjian tersebut. 

D. Fungsi Perdamaian 

Di dalam suatu perkara perdata maka perdamaian itu mempunyai fungsi 

yang sangat penting, yakni : 

l. Sengketa selesai sama sekali 
2. Untuk mempercepat penyelesaian 
3. Untuk meringankan ongkos perkara dan 

belah pihak yang 4. Untuk mengurangi permusuhan antara kedua 
berperkara. 18 

~~~~~~~--~~~~~~~~-------

Dan perlu dijelaskan disini ba.11wa dalam perkara perdata dikenal adanya 

perdamaian di luar sidang dan perdamaian di depan hakim. Perdamaian di luar 

sidang dapat diajukan lagi masalahnya ke sidang pengadilan, sedangkan 

perdmnaia.'1 di dalam sidang (di depa.'1 hakim) tidak dapat diajukan lagi ke 

Pengadilan dan juga tidak dapat diajukan banding atau kasasi, karena perdamaian 

18 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Subekti, 
V), hat. 57. 
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sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ida Pola Sihombing  - Penyelesaian Perkara Perdata Secara Damai di Pengadilan....



22 

BABU 

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERJANJIAN PERDAMAIAN 

MENURUT HUKUM ACARA PERDATA 

A. Syarat-Syarat Perjanjian Perdamaian 

Sebelum lebih jauh masuk pada pembahasan judul dari sub bab di atas, 

ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan tentang syarat-syarat perjanjian 

secara umum, dan selanjutn)'3 a.kan menghubungkarU1)'a denga.i"l syarat=S)'arat 

perjanjian perdamaian itu sendiri. 

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang 

diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ) 'aitt1 : 
~~~~~~~~~~-------------

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

c. ~.1engenai suatu hal tertentu 

\ 
\~~----

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena 

mengenai ora..11g-crar1gny'a atau sub)1ekI1)la yang mengadaka..11 perjanjian, sedangkan 

dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian 

sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 

Dengan sepakat atau juga dinmnakan perizinan, dimaksudkan, ba..11wa kedua 
subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau se1a
sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. 
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A nt:1 , ,anrr ,...l;koha.....,.rlak; n.lah pih'>l,.. , ,arnn v~f-11 ;",.....'> ,-1;t,,'°h"".-.d'=>l.r; Alah "t"'\1·h.,k ""Ilg ri..pu. J 1.t5 UJ '-'.11""'.11\...l J VJ.\,,.-JJ J..J.t...a.n._ ,] .15 ~u.\.u., J u5u UJ..l'\..\.I -''-'J..J. u.n...1 VJ."'-'J..l p .t.lu. Jut 

lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, di penjual 
mengingini sesuatu barang si penjual . 19 

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus 

dengaiTJ tegas, buka11 diam --diam. itu juga hart1s diberikan 

bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaaan. 

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-

kehendak itr: 

mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. 

Misalnya karena ditodong, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu 
sifat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. 
Pendek kata ada hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak 
dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepak~tnya 
secara tidak bebas dengan akibat perizi.ria..ri mana menjadi piJ1cang tidak 
sempuma.20 

mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaaan yang bersifat relatif, dimana 

orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikutin kemauan 

orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu 

adalah persetujuan yang tidak sempuma, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukar1 dalam pasal 1320 KlJH Perdata. 

Paksaaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat 

19 R.Subekti,111, Op.Cit, hal. 17. 
20 Ibid, hal. 23. 
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24 

C11l'lh1 
J UUlU 

paksaaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak 

benar. 

T o nt'lnn 
..1. "-'.lJU ... UlfS 

h 0i 1-rn r 'l 
1.lU.lllJU undang=unda.~g 

memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang 

dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis hams melihat pendapat 

sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain 

bahwa kekeliruan tu terhadap unsur pokok dari barang - barang yang diperjanjikan 

)'ang apabila diketahui atau sea.11dain)1a ora.a~g itu tidak silap mengenai hal-hal 

tersebut perjanjiann itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang 

diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang 

bersa.rigkutar1 untuk mengadakm1 perjanjian. 

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna 

menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa 

barang-barang ya.rig menjadi pokok perja.rijian itu dibuat, sedangka.ri sebagai 

pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang 

cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus 

diketalmi oleh lmva.ri, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya hams 

mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap. 
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bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia 
memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang 
mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara silap telah mengadakan 
kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya"21 

kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu 

mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah 

orang )'ang dimaksudkanJl)'a. 

Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada 

salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenamya mengenai sifat-sifat pokok 

baraJ1g-barang J'a.71g diperjanjikan, gambarar1 dengai.'1 sengaja diberika.ri oleh piha.1< 

lawannya. 

Perihal adanya pempuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut 

ditegaskan dalam pasal 1328 ayat 1 KlJH Perdata. , Yuriprl1densi dala.Ti hal 

penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan 

atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan 

"""'"g"'"'"; su"t-..' h"l .,.,;., "'"11·ng sedIK·i,.;t han"' "<la ""'suatu .,..,ngk"1·an kebohongan .lJ.J.VJI. V.llUJ U.t.U J U o.>U.jU., }-'U. J. .It. J Uo.> U. ..:>V J. U .I. U. 11 .1 • 

Karena itu muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang 

keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu 

"'er;.,.n;1· "" .,ria1ah 1,.,,,...,1,a"'"'n para ";h.,i, 11nt-..ulr ha1 1·n; P"'"'Ul;s kemukak"n ""Sal p JC..U. ~ UJ.J u.u. 1 J 1, n..""'"'u.n... -pu1 pi 1u.n... v Jli 1~ 1..1 .1 J V.1.1 .1 J J UJ pu 

1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan : 

21 Ibid, hal. 24. 
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1 
l • 

2. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinayatakan tidak cakap untuk 

mengadakan perJanJ1an tertentu, misalnya pasal · 1601 KUH Perdata 

suami isteri. 

orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh pasal 1330 KUH 

Perdata ada tiga, yaitu : 

a. 1A~_r1ak-anak atau orang )'ang belum de\vasa 

b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan 

c. Wanita yang bersuami 

curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut pasal 

1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap 

Untulr borl;.-.r1..,1,. d.-,lam hukum k.,.,..,,,,1~ lral"u rl1'1-onnulr.,n la1'n oloh und<>nn 11nd<:>nn 1'.. VJ. L.1.1.lUu.n. Ul JI 1 .11, \.l\.IUU..1.l ft J.U U L'"1 Jl, J."\..c.&..1.1. .l .l 1\,,.1.1.1 J. U.115- UJJ. UJ.15• 

Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari 

suammya. 

Ha! m1 mengingat bal1wa kekuasaan sebagai kepala rnmah tangga adalah 

besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah maritale macht. 

Walau, demikian, melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah 

berjua.'1g mc.mhol~ 11.1\.1.lJJ.l..l"-'.lU haknya kita kenal dengan emaI1s1pas1, kiranya suda.11 
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Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 te]ah menganggap pasa] 108 dan pasal 110 

KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum 

sudah tidak berlaku lagi. 

Da]am halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong 

tidak cakap ini, pembatalaI1 perjanjian har1ya dapat dilakuka..~ oleh mereka )'ang 

dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa 

perjanjian m1 dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu 

sendiri, akan tetapi apabila pihak )1ang tidak cakap itt1 mengadakan bal1\\1a 

.. 
perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konskwensinya ada1ah segala akibat 

dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap da1am arti tidak 

berhak atau tidak berkuasa adalah ba..11\va pembatalannya ha..'1ya dapat dimintakan 

oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. 

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat 

suatu perja..'1jian sebagaimana dikemukakan pasal 1330 KUH Perdata tersebut, 

kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada 

hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan 

ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana 

dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang 

wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh 
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tanggung-j awab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit 

diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu 

umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa 

sesungguhnya tanggung-jawab itu. 

Pembatasan termaksud di atas it11 kiran~ya sesuai apabila dipandang dari 

sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam 

masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasamya berarti 

juga mempertarJhkan harta kekayaa...ratl1)ra. ?\.1aka adalah logis apabila ora..~g-orang 

.. 
yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak 

berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian 

itu tidaklah terdapat dala.'11 arti orang ~ orm1g ya."lg sungguh tidak ditarnh di bmvah 

pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab 

lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur. 

Selanjutnya syarat ymlg ketiga untuk sa.1mya satu perikatan adala.li adanya 

hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan 

harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam 

no.r;<>n,i1"an p"11"nn S""d1·k;+ harus d1"to.n+nk<>n ;""Ill
0

S"')'a 'pasal l'l33 a"at (1\ KUH t''-'lj<..UIJ J U.1 J.lfS \..I .lL J.1 '-'1 t.U UJ.l J""'.1 .1.1 \ .J ) \ ..1 j .1. 

Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal 

saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. 
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terL.Jtama da]am hal terjadi 

perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang 

menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka 

buat itu. 

" Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan , 

maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuru syarat m1 , 

perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting) ".22 

Akhimya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, pasal 1320 KUH 

Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. 

seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu : 

" Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal 

yang mengakibatkaJ1 hal sesuatu kedaa.~ beiaka. Selm1jutnya beliau mengatakan 

dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu 

persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu '".23 

Selaku suatu causa dalan1 perjanjian, harusla..1-i berupa causa yang halal , 

dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. 

" Sebagai sontoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang 

terlarang, adalah si penjual ha..~ya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli 

n Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, l 982, hal. 94. 
23 Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hal. 36 
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membunuh orang "24 

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian 

telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat 

dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak 

dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai 

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka 

dapat di tun tut pembatalannya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, 

maka perja..'1jia..'1 itu batal demi hukum. 

Kembali kepada pembahasan semula sebagaimana judul dari sub bab ini, 

maka dalam kaitannya dengan syarat-syarat perjanjian perdamaian juga dibutuhkan 

keadaan-keadaan sebagaimana diterangkm1 di atas. Hanya saja dalam ha! per!u 

diterangkan bahwa pada perjanjian perdamaian dibutuhkan kesadaran para pihak 

yang berselisih untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan tersebut secara 

damai, dengan tujuan untuk menghemat waktu da..'1 biaya. 

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diterangkan di dalam 

pasal 1320 KUH Perdata di atas menjadi dasar akan syarat-syarat perjanjian 

pedamaian disebabkan keadaan-keadaan ya..'1g diterangkan oleh pasal 1320 KUH 

Perdata tersebut menjadi landasan untuk sahnya suatu perjanjian termasuk itu 

24 R. Subekti, Op.Cit, ha!. 20 
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Hany'a saja dalam hal ir1i kemungkinan ide untuk 

mengadakan perjanjian perdamaian tersebut dilandasi oleh peranan hakim yang 

memeriksa perkara yang disengketakan tersebut. 

B. Pembatalan Perjanjian Perdamaian 

Pengertian " pe~batalan " di dalam hukum perJanJian bukanlah 

pembatalan karena tidak syarat subyektif dalam perjanjian akan tetapi karena 

debittir telah melakukan \.·vaJ1prestasi. Jadi pembatalan )'ang dimaksudkaJ1 adalah 

pembatalan sebagai salah satu kemungkinan yang dapat dituntut kreditur terhadap 

debitur yang telah melakukan wanprestasi. Selain dapat mengajukan tuntutan 

dan ganti kerugian, ganti kerugian saja, pemenuhan perikatan atau pemenuhan 

perikatan dan ganti kerugian. Namun perlu juga dikemukakan disinj bahwa 

sementara ahli ·ada yang men)'ebut denga..-ri sitilah "pemut11saJ1 perjanjian" untt:k 

maksud yang samadengan" pembatalan perjanjian ".25 

Dalam perjanjian timbal .balik (bilateral) seperti halnya perjanjian 

perdamaian selalu hak da.11 kewajiban di satu pihak saling berhadapan dengan hak 

dan kewajiban di pihak lain. Dalam Hukum Romawi dikenal asas yang 

menyatakan bahwa apabila salah satuu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak 

25 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hal. 
239. 
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32 

Di dalam KUH Perdata asas syarat batal tercantum dalam pasal 1266 yang 

berbuny1i sebagai berikut : 

1. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang 

bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, 

2. Dalam hal ) 7ang demikian perjai~jian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan 

harus dimintakan kepada hakim, 

3. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak 

4. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk 

menurut keadaan, atas permintaan s1 tergugat, memberikan suatu jangka 

-..vak:tu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, ja.rigka waktu ma.ria namun 

tidak boleh lebih dari satu bulan. 

ft,._pabila kita hubungankan dengan pembatalan perj&T}j1an perdaJnaian, 

maka isi Pasal 1266 KUH Perdata di atas temyata mengandung berbagai macam 

kontradiktif dan menimbulkan kesan sedemikian rupa, seakan-akan perjanjian 

perdamaiaJ1 batal dengan sendirinya karena hukum begitu salah satu pihak 

melakukan wanprestasi (ayat I), padahal pembatalan perjanjian perdamaian 

tersebut harus dimintakan kepada hakim (ayat 2). Selain itu juga menimbulkan 

kesan, seakaI1-akan pihak yang sebenarnya telah membuat kerugian pada pihak 
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KUH Perdata itu yang berhak menuntut pembatalan perjanjian hanyalah pihak 

yang dirasakan telah dirugikan. Misalnya dalam sebuah perjanjian perdamaian 

)
1ang dibuat di depan hakim dima11a diputusk.an bah'v·va ./\. J'ang dalam perkara 

sebelumnya mempunyai hutang kepada B. Dan dalam perjanjian perdamaian yang 

mereka buat Si B setuju untuk menerima pembayaran hutang A meskipun telah 

A tetap ingkar janji atas kesepakatan kedua yang telah dibuatnya di depan hakim 

tersebut maka kedudukan si A dalam hal ini seakan-akan dapat menjawab bahwa 

oleh karena ia tidak memenuhi ke'v\1ajiban11:r1a maka perjai~Jia..~ perdamaia..ri itu batal 

demi hukum, sehingga harus dianggap tidak pemah terjadi. 

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat dan tafsiran-tafsiran para ahli 

hukum pada umum.'1ya terhadap ketentua.'1 pasal 1266 KlJH Perdata tersebut, maka 

hal-hal yang menyangkut persyaratan untuk pembatalan perjanjian termasuk 

halnya perjanjian perdamaian yang diatur pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perj<mjian 

yaitu: 

1. Perjanjiannya harus bersifat timbal balik, 

2. Harus ada wanprestasi, 

3. Harus dengan keputusan hakim. 
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perjanjian dimana kedua belah pihak sama-sama mempunyai kewajiban untuk 

memenuhi prestasi, misalnya perjanjian perdamaian, yaitu kepada si A yang 

memiliki hutang untuk dapat meJunasi hutangn)'a sedang kepada si B dapat tidak 

mendesak pembayaran selain sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Jika dalam perjanjian yang bersifat timbal balik ini pada perJanJrnn 

melakukan wanprestasi kembali, maka pihak lainnya dapat menuntut pembatalan. 

Namun sebelum pihak yang dirugikan menuntut pembatalan, pihak yang memiliki 

hutang hart1s diberi tegt1raI1 I pern;1ataa11 lalai lebih dahulu. 

Pembatalan tidak terjadi dengan sendirinya dengan adanya wanprestasi itu, 

melainkan harus dimintakan kepada hakim, dan hakimlah yang akan membatalkan 

perjanjian perdamaian itu dengan keputusa..•1nya. Jadi keputusa..'1 hakim disini 

bersifat konstitutif (membatalkan perjanjian antara penggugat dan tergugat), bukan 

bersifat deklaratif (menyatakan batal perjanjian antara penggugat dan tergugat). 

Dengan demikian \Vanprestasi hanyalah sebagai alasa..'1 hakim menjatuhkan 

keputusannya yang membatalkan perjanjian perdamaian itu. Karenanya hakim 

menurut keadaan berwenang untuk memberikan tenggang waktu selama-lamanya 

satu bulan kepada sala..11 satu pihak yang merngikan pihak lainnya untuk memenuhi 

prestasinya. 
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C. Pelaksanaan Putusan Perdamaian 

Sebelum masuk pada pembahasan sub judul di atas ada baiknya terlebih 

dahulu diuraikan tentang bentuk-bentuk dari perjanjian perdamaian ini, karena 

dengan diketahuinya bentuk-bentuk ~ perjanjian tersebut dapat diketahui dengan 

jelas bagaimana sebenarnya kekuatan perjanjian perdamaian tersebut di mata 

hukum, dan selanjutnya dapat diketahui pelaksanaan putusan perdamaian itu. 

Perjanjia.~ perdamaiaJ1 adalah suatu perjar1jian )'ang ditujukar1 unt11k 

menyelesaikan sengketa secara cepat dan dengan biaya ringan serta tidak 

menimbulkan dendam bagi pihak yang berselisih, sehingga dengan hal tersebut 

Jika kita berbicara mengenai bentuk-bentuk perjanjian perdamaian, maka 

kita mengenal dua macam (bentuk) perdamaian tersebut, yaitu: 

1. Perdamaiai~ ya.rig dilakukan oleh pihak-pihak sendiri di luar persidangan, 

2. Perdamaian yang dilakukan di depan hakim (di depan sidang pengadilan ). 

ad. 1. Peramaian yang dilakukan oleh pihak-pihak sendiri di luar 

persidangan 

Bent11k perdamaian semacam ini han)'a berkekuata.ri sebagai persett:juai~ 

kedua belah pihak belaka, yang apabila ditaati oleh salah satu pihak, masih harus 

diajukan melalui suatu proses pengadilan, yakni dengan mengajukan gugatan 

Pe .. da1-" rle"g"n a1"san '"anp'""'S1-"s1· a1-"S 1"s1· p"'rJ· ,,...,;1·an """g d;hu"t o10h ked11a b01"h .1 l.U U .lJ. C.U 1(..L VY 1 '-' LU l.U. "-' Ul.lj 1 ,] <..U.l lfJ U. .1'-'.1..1 U '-".1.U. .l 
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kurang memiliki kekuatan hukum, karena pada bidang ini pihak yang menggugat 

harus dapat membuktikan bahwa tergugat telah melalaikan perjanjian perdamaian 

memungkinkan perkara perselisihan sebelumnya diangkat kembali di persidangan. 

ad. 2. Perdamaian yang dilakukan di depan hakim 

Dalam pemeriksaan perkara perdata dipersidangan Pengadilan hakim diberi 

perdamaian itu dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum hakim 

menjatuhkan putusannya. Perdamaian itu ditawarkan bukan hanya pada permulaan 

Mengenai hal ini telah dijawab oleh Abdulkadir Muhammad yang mengatakan : 

" Bahwa dalam perkara perdata inisiatif berperkara itu datang dari pihak-pihak 

perantaraan hakim dipersidangan ". 26 

Dalam perkara perata peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara 

secara damai adalah sangat penting. Putusa11 perdamaian mempunyai arti yang 

sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang 

mencari keadlan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan 

26 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982, hal. 
121. 
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serta permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara 

menjadi berkurang atau dapat dhindarkan. 

Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang 

lalu dibuatlah akta perdamai&~ kedua belal1 pihak dihukum 

untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut. 

Akta perdamaian di depan hakim mempunyai kekuatan seperti suatu 

hukum tetap. Bagi 

pihak yang diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar 

suatu jumlah uang tertentu, apabila temyata tidak mau dengan sukarela memenuhi 

penyerahan barang yang harus diserahkan itu dilakukan secara paksa atau 

pelelangan dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk 

memperoleh jumlah ua.'lg ~,7a.~g har11s diba1rar kepada pihak J1a..'1g berhak menerima 

pembayaran tersebut, termasuk biaya perkara. 

" Oleh karena perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan 

ayat 3 pasal 130 HIR, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan 

permohonan banding atau kasasi " . 27 

Perdainaian ya.11g diselenggarakan di dalam pengadila.'1 (di depan hakim) 

27 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan 
Praktek, CV. Mandar Maju, bandung, 1991 , hal. 3 L 
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dalam hal menjadikan sengketa tersebut untuk dapat diselesaikan dengan cara 

perdamaian. 

melakukan perdamaian antara para pihak yang bersengketa maka perlu pu1a1ah 

dibuat suatu keputusan yang menetapkan secara jelas bagaimana sebenamya hasil 

perdamaian tersebut. 

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan 

hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim ya_n~____, 

t;r1,,1r r1,,..,,,,t r1;,,h,,h 1,,£T1· neng"'"' "''Uh'S"n ; ... ; hubungan antara kedua b""lah ..,,;h,,k l..JUUJ\.._ uupu.L U.lUUUJl 1u5 . ..._, .1 LU.l t' lU. u uu , Jl . \,.I p .HJU..1 

yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila 

tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara ( dengan 

kekuatan umum ). 

Dengan putusan Hakim itu misalnya ditetapkan bahwa hubungan antara 

pihak penggugat dan pihak tergugat adalah demikian bahwa tergugat (menurut 

hukum) berntang sejumlah ua..rig dari penggugat, sehingga hubungar1 mereka 

adalah hubungan antara seorang debitur dengan seorang kreditur dan berdasarkan 

hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang 

ta.rseb"t k"""'"da "'engg"g"t At"" h,,h" '" huhnn£Tan ;t,, ,,,-1,,1,,h rl.,.m;k;.,11 h.,h" 'a ""' UL vpu t' .1 u UL. 1"""1.. uu l.JU.l.lV\'U 1.1 vu.115 JLU U.Ul.LJUJI U\,..IJ 1 J.Ul UUJ.lV\' 

tergugat secara tanpa hak menguasai barang miliknya penggugat dan berdasarkan 

hubungan hukum tersebut, tergugat dihukum untuk menyerahkan barang tersebut 
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kepada penggugat. 

Jika ternyata perkara di atas hendak diselesaikan dalam bentuk perdamaian, 

maka jalannya suatu proses adalah hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta 

didapatkan ini menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang 

berselisih, yaitu menetapkan hubungan hukum seperti disebutkan di atas. Oleh 

karena itr: maka dalam putusan=putt1san pengadilan selalu dapat kita baca terlebih 

dahulu pertimbangan-pertimbangan mengenai duduknya perkara dan kemudian 

pertimbangan-pertimbangan mengenai hukumnya. 

bahwa upaya-upaya hukum diserahkan kepada para pihak yang berperkara untuk 

mengajukannya (memakainya) atau tidak, di dalam tanggung-jawab dan kewajiban 

hakim demj jabatartl1)'a ur1tuk mempertimba..rigkan dan memakainya dalain proses 

mencapai putusan. 

Yang tergolong pada upaya hukum adalah misalnya pembuktian dan 

doluarsa A.-.akah "'Ua+-.U p1.hak .,1.r,, ... monamh..,h .-.embnki-~ann'"' Aengan monn..,;,,i,...,n UJ. • . ri .. p .l ..> li u.n.u.1.1 .l_l_.lV.J.1 .l..ll..IUJ.J. l-' u l.J. JU u. J. ll.1', . .1 1 f;U.JU.n.u 

bukti surat-surat atau saksi-saksi barn, itu adalah urusannya sendiri. Begitu pula 

apakah ia akan menagkis gugatan lawannya dengan mengajukan daluarsa dengan 

maksud supaya gugatan itu oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima. 

·Termasuk pengertian dasar hukum adalah misalnya apakah alasan-alasan . ~---~--==-------..... ________________________________________ -- -~· 

yang dikemukakan oleh penggugat menurut hukum yang berlaku dapat 1 ------------ --·--- -- - - ----------- --·-·------------ ---- -~-------
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apakah perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak sah atau batal menurut 

hukum (meskipun kebatalan ini tidak diajukan oleh suatu pihak), atau apakah 

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan itu dapat dibedakan dalam tiga 

------------~ 
macam yaitu : 

-=----
seterusnya. 

)
7ait11 ~yang ,.:i,,..., 

UUJJ 

2. Putusan declaratoir, yaitu yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai 

suatti keadaan J'ang sa.11 menurut hukum dan, 

3. Putusan yang konstitutif yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan barn. 

Suatu putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama adalah 

kekuata11Jl)la untuk dapat dipaksakaJ1 dengaJ1 bantt1an kekuatan umum terhadap 

pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan 

eksekutorial. 

Kedua ha..~s diperhatikan bal1vva putl1saJ1 hakLTi itu sebagai dokumen 

merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia 

tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang 

berpe .. k"'"" teta.--1· ;ug" k0 lr,,at,, .... k0 hua'" "rtm" '"' terharla.-- .,._;hak ket1"ga dalam h,,l .J. .l cuu, L L J-' j U \..l.n..U LU..lJ '-' .1 1., UJ.L 1JU L .1.11 U p f-'ll . 1 J.lU 

membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan 

dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan 
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Kekuatan keti ga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu 

gugatan baru mengenai hal )1ang sama, )'aitu berdasarkan asas ne bis in idem ) '&11g 

berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar 

supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh hakim, adalah 

perlu bah'v'/a perkara J'ang baill itt1 aka.11 berjalan a.~tara pihak-pihak )'ang saina dan 

mengenai ha! atau hal-hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan 

diputus oleh hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

secara perdamaian memiliki kekuatan tetap sebagaimana perkara biasa. 

Adapun yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, ialah bahwa 

putusan pengadilan yang suda.11 tidak dapat duba.11 lagi itu, ditaati secara sukarela 

oleh para pihak yang bersengketa. 

Oleh karena itu maka apapun isi akta suatu perjanjian perdamaian atau 

pelaksa.'1aan suda.11 mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan 

perjanjian perdamaian harus tunduk secara sukarela. 

Pelaksanaan putusan perdamaian didasarkan kepada isi perjanjian yang 

disepakati oleh para pihak yang berperkara, misaL'1ya dalam perjanjian disepakati 

suatu perjanjian bahwa A akan melunasi hutangnya dengan diberi tempo selama 

tiga bulan dari dibuatnya akta perjanjian perdamaian, maka setelah disepekati akta 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Ida Pola Sihombing  - Penyelesaian Perkara Perdata Secara Damai di Pengadilan....



42 

perjaJ1j1an pelaksanaan putusa.'1 perdamaian terse but 

telah berjalan. 

Putusan hakim dalam suatu perjanjian perdamaian sudah menjadi tetap, 

oleh para pihak yang berselisih untuk dilaksanakan. Maka dalam hal ini keputusan 

seorang hakim dalam perjanjian perdamaian sudah menjadi tetap, tidak dapat 

biasa untuk melawan putusan tersebut. Putusan yang sudah menjadi tetap 

memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat para pihak. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

dimana penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan 

terdahulu. 

A. Kesimpu!an 

1. Bahwa dengan sepakatnya para pihak yang bersengketa dalam suatu 

perkara perdata untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai, maka 

Set,,.l,,h ~i·h,,at"v" p 0 .. d"ma;an +0 rsebut ~; ..,+..," ""'h"ah ""'ta m"ka .... ,,. .. },.,, .. .., V LUJ. U VU. l..lJ.J U V.l CUI J. J. lA... l. Ul U.LUJ JVLIU J.i. UJ'\.l. .l..lU }-'Vl f'\..U.l.U 

yang disengketakan oleh mereka telah selesai. 

2. Kekuatan hukum dari suatu penyelesaian perkara yang dilakukan secara 

dainai adalah. dapat dilihat dari sudut pa.'1.dang dimanaka.11 perdamaian 

tersebut dibuat. Apakah di dalam atau di luar pengadilan. Jika di dalam 

pengadilan maka kekuatan hukum sebuah perjanjian perdamaian dalam 

perkara perdata maka perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam sebuah 

akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang sama seperti 

suatu putusan hakim biasa, dan atas putusan tersebut tidak dapat dimintakan 

ba.'1ding atau kasasi. Sedangkan kekuata.'1 hukum dari perjanjian 

perdamaian yang dilakukan di luar persidangan, maka perjanjian tersebut 
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'-'U.11 
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masih 

3. Bahwa dalam hal pelaksanaan perdamaian pada perkara perdata yang di 

diupayakan oleh hakim kepada pihak-pihak yang berperkara. Maka hakim 

memiliki peran yang sangat penting dalam terwujudnya perjanjian 

perda...~aian d.alam suatt1 perkara perdata. 

4. Keuntungan yang didapatkan dari suatu penyelesaian sengketa dengan jalan 

perdamaian ini adalah tidak memakan waktu yang lama dan juga biaya 

adanya suatu hubungan bahwa pennusuhan antara pihak-pihak yang 

bersengketa menjadi berkurang. 

" Delak"'ana"" """IJ·an111"an '"'""rd"~ma1· ,, .... d1"pu-...us o}""h h,,i,..1·....., s""h"ga;.,,...,,...,.., d"1"m -'• .J. .:J C.UJ. P""" ~ .I_}-'""' (..U .l c.&..1.1 u '-'1-1 JLC .. Lft llJ \vLIU 1111<.U.JU uu.u 1 

perkara biasa, hanya saja dalam hal ini hakirn menjatuhkan putusannya 

dengan cara menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk 

melaksanakan kesepakatar1-kesepakatan dalam perjanjian perdamaian 

dti:antara para pihak yang bersengketa dan menanggung biaya persidangan 

cara bersama-sama. 

6. B-al1\.va suatu perjanjian perdamaian dibuat di aas sebuah akta di ba\~,l&~ 

tangan. Pembukatan akta di bawah tangan ini adalah sebagai suatu alat 

bukti dari adanya suatu perbuatan hukum pelaksanaan perdamaian. Bukan 
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B. Saran 

1. Kepada para pihak yang bersengketa, d~~am hal menyelesaikan sengketa 

hendaknya dapat mengupayakan jalan perdamaian. Jalan perdamaian 

tersebut dapat ditempuh dengan cara mengikutsertakan pihak ketiga sebagai 

perantara diadakannya perdamaian. Apabila temyata sengketa tersebut telah 

diajukan kepersidangan, maka hendaknya para pihak yang bersengketa 

tersebut dapat melak:uka.11 upa)'a perdamaian melalui _peran hakim. Karena 

penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian lebih menguntungkan 

daripada menempuh jalannya peradilan sebagaimana umumnya. Selain 

\.,al,+,, rlan b1"ava )'ann S"'d1·1r;t 3"u1v> " ala:h S"h ' ...,;h ,.,Lr d"'" "t d;kU'""'",...; V hl\..a U J lfS '"' .n..Jt., fSU. ..:» J 1 U LU j-IU lU~ Uf-'UL 1 1C.Ut51 

malunya dan menghilangkan rasa permusuhan atau siapa pihak yang kalah 

dan siapa pihak yang menang. 

2. Kepada pihak pengadilan terutama para hak.im dalam menjembatani 

pelaksanaan perdamaian antara para pihak yang bersengketa hendaknya 

m lakukan tugasnya tersebut secara terus-menerus dan tidak hanya sebatas 

a;" seh;ngna dengan dem;k1" "'Il ak<>n d0 p 0 t mon,_ ;...,.t,.,1r.,.., "'errl<>ma1· "'"' :JU., J.J. ES .I. u 1 UJ_J u UL J.11'"-'J.J.'-'lP un..c.u1 p .lUUll.l UJ..l 

antara para pihak yang bersengketa tersebut. 
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..:>UU\.U 
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m'lic-i:.l'lh 
t 11u. •. :u . .1.1 UJ .i 

dengan cara damai adalah sangat lebih baik daripada memperpanjangnya 

sehingga sampai kepengadilan. 
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